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pnsultan hukum yang berdomisili
ukan di Cityloft Sudirman Unit 720,
sendiri-sendiri maupun bersama-

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa amandemen ketiga UUD 1945 telah melahirkan perubahan pada Pasal 24
- Ayat (2} UUD 1945 yang berbunyi:
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“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan cleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwe flﬁ‘: mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final w
Undang Dasar, memutus
kewenangannya diberikan oleh®
partai politik, dan memutus pers

3. Bahwa berdasarkan UUD 1945

yang putusannya bersifat fir
(a) menguji undang-undang

Indonesia Tahun 1945;
(b) memutus sengketa kewei

diberikan oleh Undang-Undang D
(c) memutus pembubaran part }‘r poli
(d) memutus perselisihan tentang ha:
(e) kewenangan lain yang diberikan

5. Bahwa berdasarkan Undang-Unda

‘Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

uji undang-undang terhadap Undang-
ewenangan lembaga negara yang

ang-Undang Dasar, memutus pembubaran
tang hasil pemilihan umum”;

sdiubah dengan Undang-Undang

a tingkat pertama dan terakhir

dang-Undang Dasar Negara Republik

le baga negara yang kewenangannya

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

milihan umun; dan
ndang-undang.”

or 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan pada":Pasal 9 ayat (1) menyatakan:

“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujian dilakukan oleh Mahkamah

Konstitusi”;

: (2]
HEAD OFFICE
Citylofts Sudirman - Unit 720
JI. KH. Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat 10220.
Phone: 021 299 12 848/ 021 299 12 836. Fax: 021299 12 823

Ay

Member of:

PERARDI

ASAT PES L ] B st ey h

JJJ HKHPM  UAKPE

BRANCH OFFICE
1. Intermark Superblock
Associate Tower, 10% floor, unit 10 G
JI. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 15310

2. (110-999) KwangHwamoon Officia B/D, 2224
Sinmoonro-1 Ga 163, Jongrogu, Seoul, Korea
Phone: 82-2-3276-3040, 3042. Fax: 82-2-3276-3041



LAW FIRM
MARGONO~SURYA & PARTHNERS

Counsellors & Attorneys at Law

6. Bahwa dengan kelahirannya, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pelindung
UUD 1945 (the guardian of constitution). Sehingga atas dasar hal tersebut
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu undang-

undang telah bertentangan dengan UUD;1945 baik secara keseluruhan ataupun

pasal per pasalnya;
7. Bahwa sebagai penafsir tungga UUD 1945 (the sole interpreter of constitution),
Mahkamah Konstitusi merupak u=satunya lembaga yang berhak memberikan

penafsiran atas ketentuan.J dang agar sejalan

&L

konstitusi. Penafsi pakan satu-satuny

Pasal 83 Ayat (1) KUHAP;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini
merupakan permohonan pengujian ﬁndang-undang terhadap UUD 1945, maka

sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub

dalam UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, UU

3
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berhak dan
berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas atas Pasal 83 Ayat (1)
KUHAP terhadap UUD 1945;
B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STAND;NGPEMOHON

Indonesia untuk mengajukan

g i

&
11. Bahwa pengakuan hak setia

permohonan pengujian undang-u hadap UUD 1945 merupakan salah satu

I3

indikator perkembangan ketataneg yang positif untuk mengambarkan

a hukum (rule of law);

_ 1 ayat (1) UU MK menyatakan: “Yang

dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”.
Kemudian diterangkan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

006/PUU-III/2005 serta putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, pada

(4]
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pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima)

syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

51 Ayat (1) UU MK yaitu:

a. harus ada hak dan/atau kew:pan%‘_'c_m konstitusional Pemohon yang diberikan

oleh UUD 1945;

hak dan/atau kewe

terjadi lagi.

14. Bahwa hak konstitusional Pemoho
diantaranya:
27 Ayat (1) UUD 1945:
"Segala warga negara bers

pemerintahan dan wajib menjunjun
ada kecualinya”; ;
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Hak konstitusional Pemohon tersebut adalah bahwa setiap warga negara akan

mendapatkan perlakuan yang sama tanpa dibeda-bedakan berdasarkan ras,

golongan, agama, suku dan aspek pembeda lainnya.

Pasal 28D Ayat (1) UUD 19454,

AT

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
Wadapan hukum”;

“Setiap orang berhak atas peng
yang adil serta perlakuan yang sa

otiap orang berh
martabat dan harta
aman dan perhndung !
sesuatu yang merupakarn

anya, serta berhak atas rasa
k berbuat atau tidak berbuat

Hak konstitusional Pemoh ninan yang diberikan oleh Konstitusi
kepada setiap warga negara t u‘__i.e debas dari ancaman ketakutan sehingga

dapat hidup tenteram dan merc

Pasal 281 Ayat (1) UUD 1945:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun”
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15.

Hak konstitusional Pemchon tersebut memberikan perlindungan kepada seluruh
warga negara bahwa terhadap semua proses serta upaya hukum yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum w tetap berpedoman terhadap pengakuan dan
penghargaan terhadap hak as%% ehingga tidak ada satupun alasan yang

dapat membenarkan perlakua ; ” ng-wenang oleh aparat hukum terhadap

warga negara dengan dalih seba penegakan hukum itu sendiri;

Bahwa ketentuan mengenai pr. -@q! sebagaimana diatur dalam Pasal 79,

uatu penghentian penyidikan
penuntut umum atau pihak
lilan negeri dengan menyebutkan

“Permintaan untuk n
atau penuntutan dap
ketiga yang berkepentingt
alasannya.” '

Pasal 81 KUHAP:

ehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan
ighentian penyidikan atau penuntutan
a yang berkepentingan kepada ketua
annya.”

“Permintaan ganti kerugian da
atau penahanan atau akibat
diajukan oleh tersangka atau
pengadilan negeri dengan menye

Pasal 83 Ayat (1) KUHAP:

“Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79,
Pasal 80 dan Pasal 81 ti dapat dimin n banding"”

7
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16. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dilanggar, diciderai dan dirugikan akibat

berlakunya ketentuan Pasal 83 Ayat (1) KUHAP, khususnya sepanjang frasa “tidak

dapat dimintakan beanding”.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/20

dipenuhi oleh Pemohon <Qj

memiliki kedudukan hukum P

undang-undang;

19. Bahwa syarat kedua dalar
quo adalah kerugian konstitus
dijelaskan sebagai berikut:

(a) Pemohon berdasarkan

25/F.2/Fd.1/2016 tanggal

05, maka terdapat dua syarat yang harus

i kualifikasi sebagai pemohon yang

tanding) dalam permohonan pengujian

an pengujian undang-undang a

i oleh Pemohon, sebagaimana yang

etapan Tersangka Nomor Print

‘er 2016 atas nama Pemohon jo Surat

idikan Jaksa Agung Muda Tinda Pidana

Perintah Penyidikan Dire |
Khusus Nomor Print-129/F.2/Fd.1/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 atas
nama Pemohon, telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melanggar

Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

8
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Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (“UU Korupsi”) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHAP;

(b) Bahwa status tersangka yang ditetapkan terhadap Pemohon adalah terkait
dengan Permasalahan RetitusiPajak PT Mobile 8, dimana Pemohon
merupakan mantan Direktur dari }" pbile 8;

(¢) Bahwa atas penetapan sta a tersebut,Pemohon telah mengajukan

¥

permohonan praperadilan i surat permohonan tanggal 1 November

m register perkara Nomor

Praperadilan tersebu

uda Tindak Pidana

4,
— Mengabulkan permohoribzg ;g;‘iradﬁan Pemohon untuk sebagian;
— Menyatakan Termohon \ lak berwenang melakukan penyidikan atas
tindak pidana perpajakan;
— Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai
Tersangka yang diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 UU No. 31
Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHAP berdasarkan Surat
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n r N r: Print- 2/Fd.1/2016 tan I 1
Oktober 2016 dan Nomor: Print-129/F.2/Fd.1/10/2016 tanggal 19
Oktober 2016 atas nama tersangka Anthony Chandra Kartawiria

h ti h dan ti : nyai kekuatan hukum mengikat;
~ Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap
Pemohon;

~ Membebankan biaya perkara fg_gpada Termohon sebesar NIHIL;
— Menyatakan tidak da ?diteﬁ Zguntutan Pemohon untuk yang lain dan
selebihnya. i

Wl

20. Bahwa dengan diundangkann L ang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Un_dan-l * £14 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua

T :
atas Undang-Undang Nomor 3 T: @ D09 tentang Mahkamah Agung pada Pasal

adilan dan

4 tahun 2016 tentang Larangan

21. Bahwa dalam praktek yang ber da dua hal yang umum dilakukan oleh
Penyidik (Polisi/Jaksa/Komis __ antasan Korupsi) ketika putusan

b i

(a) Pertama, sebelum adanya Un(‘igig-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

[10]
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pada Pasal 45A Ayat (2) yang menyatakan larangan kasasi terhadap putusan
praperadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, penyidik akan

mengajukan upaya hukum Kasasi atau upaya hukum luar biasa berupa

R

ajak T Mobile 8, m asi yang kuat akan diterbitkan

Sprindik baru dalam w
23. Bahwa penerbitan Sprind ‘ li tanpa dilengkapi 2 (dua) aiat bukti
baru yang sah, yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan
berbeda dari alat bukti sebe !&': g berkaitan dengan materi perkara
nyatanya telah melanggar hak asasi manusia dari Pemohon yang tela
dijamin oleh Konstitusi. Pengak n perlindungan terhadap warga negara
atas kepastian hukum yang seha hya dijunjung tinggi oleh aparat penegak

hukum karena merupakan amanat dari Konstitusi, justru diciderai dan dilanggar

dengan dikeluarkanya Sprindik berulang kali. Penyidik dapat kapan saja

11
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mengeluarkan Sprindik terhadap seseorang, karena memang sejauh ini belum
diatur secara tegas mengenai berapa kali atau persyarat apa saja yang harus

dipatuhi oleh penyidik dalam menerbitkan Sprindik. Maka dapat dibayangkan,

warga negara akan selalu dibayangi _ketidakpastian hukum karena penetapan

iy

status tersangka yang telah oleh pengadilan pun dapat setiap saat

talka

*..

ferbitan Sprindik bary;

dibuka kembali oleh penyidik m

24. Bahwa bayang-bayang ketidakp hukum inilah yang dirasakan oleh

Pemohon, terlebih lagi karena

u

ahui pernyataan dari Jaksa Agung Muda

»

\yataka a terdapat

hukum;

26. Bahwa dengan terbuka lebarnya kémﬁilgkinan untuk ditetapkan status tersangka
kembali melalui penerbitan Sprindik baru, nyatanya berpotensi melanggar,

menciderai dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin dalam

[12]
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UUD 1945 pada Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal
281 Ayat (1);

27. Bahwa dengan diberikannya penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi mengenai
ketentuan dalam Pasal 83 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Terhadap putusan
praperadilan dalam hal sebag nana di r dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal
81 tidak dapat dimintakan ba , ; ususnya sepanjang frasa “tidak dapat

o

dimintakan banding” akan m§ "_u‘_u;}'.__.‘ kerugian atas hak konstitusional

Pemohon;

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONA
Bahwa permohonan ini mengajukae_. uj * konstitusionalitas ketentuan Pasal 83
Ayat (1) KUHAP yang berbunyi: | |

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79,
n banding”

“Terhadap putusan praperadilan dala
Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dim

Khususnya sepanjang frasa “tidak dapat dimintakan banding”;

(13]

HEAD OFFICE BRANCH OFFICE

Citylofts Sudirman - Unit 720 1. Intermark Superblock

JI. KH. Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat 10220 Associate Tower, 10t floor, unit 106G

Phone: 021 299 12 848/ 021 29912 836. Fax: 021 299 12 823 JI. Lingkar Timur BSD Citv, Serpong, Tangerang Selatan 15310

Member of:

PERADI Jﬂ ' HKHPM TV AKPI

2. (110-:999) KwangHwamoon Officia B/D, 2224
Sinmoonro-1 Ga 163, Jongrogu, Seoul, Korea
Phone: 82-2-3276-3040, 304 7. Fax: 82-2-3276-3041

it Siam AUVOCAILS ASSOCIAN0N R St = o e bty ASOTIASI KURATOR DAN PLNGURU S mOONESL




LAW FIRM
MARGONO~SURYA & PARTNERS

Counsellors & Attorneys at Law

Dasar i i i Y Di

29. Bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara
hukum”;

30. Bahwa Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945:

i

"Segala warga negara be
pemerintahan dan wajib men?
ada kecualinya”;

udukannya di dalam hukum dan
m dan pemerintahan itu dengan tidak

31. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengak
yang adil serta perlakuan yang s

minan, perlindungan dan kepastian hukum
apan hukum.”;

am in perlindungan.d
L7y 9
sesuatu yang i -

nurani, hak beraga
pribadi dihadapan huh
berlaku surut adalah hai
apapun.”

udak, hak untuk diakui sebagai
dituntut atas dasar hukum yang
@k dapat dikurangi dalam keadaan

34. Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945:

“Untuk menegakkan dan meli
negara hukum yang demokrat
diatur, dan dituangkan dalam p

_ asasi manusia sesuai dengan prinsip
laksanaan hak asasi manusia dijamin,

"

undang-undangan.”;

!

ARGUMENTASI PERMOHONAN

Mengenai Asas Praduga Tidak Bers Asas Kepastian Hukum dan Asas Liti

Finiri Oportet
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35. Bahwa sebagai wujud pengejawantahan dari prinsip negara hukum (rule of law)
sebagaimana yang telah termaktub di dalam Konstitusi (vide:Pasal 1 Ayat (3) UUD
1545) segala peraturan perundang-undangan yang ada harus mampu memberikan
perlindungan semaksimal munn terhadap perwujudan pelaksanaan hak asasi

manusia;

Roscoe Pound dalam teorinya i tool of social engineering” menjelaskan

38. Dalam upaya menjalankan fu '__:,'- mencari dan menemukan kebenaran

materiil, hukum acara mengg es dan prosedur hukum. Bahwa proses

hukum merupakan serangka yang secara langsung maupun tidak

langsung berimplikasi pada pax an hak asasi seseorang yang dapat

¥
dilakukan oleh aparat penegak hukum. Agar proses penegakan hukum tersebut
tidak melanggar hak asasi manusia, maka diperlukan suatu prosedur untuk

melaksanakan proses hukum tersebut. Disinilah fungsi dari Hukum Acara Pidana
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untuk menjamin penegakan Hukum Pidana. Sehingga secara sederhana dipahami
bahwa hukum acara mengharuskan prosedur harus sesuai dengan proses hukum
dan proses hukum harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

Dr. Mien Rukmini, S.H.,M.S ber:kpendapat dalam buku yang berjudul

“Perlindungan HAM Melalui

Kedudukan Dalam Hukum

[Bukti P-5] menyatakan:

“Tersangka adalah seseorang ena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan pa diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

i §.'

Merujuk pada tafsiran terhadap “bukti permulaan” telah diputus oleh Mahkamah

. 4 “_.

Konstitusi dalam Putusan Nomor 2 UU-XI1/2014 sebagaimana dinyatakan:

“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

16
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Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”,
dan "bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal
184 Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.”;

40. Bahwa dengan demikian frasa “patut diduga”dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP
i :

menekankan poin penting ".:.. tatus gka adalah masih bersifat dugaan,

dimana kepastian dilakukan atay

dinyatakan bersalah atau tidak b & .

ﬁi ya suatu tindak pidana oleh tersangka

adalah ranah kewenangan am memutuskan apakah seseorang

1 KUHAP yai praduga

bersalah hingga ia te ti(¢ ersidangan) memang benar bersalah.”

bersalah juga dapat ditemukan dalam

41. Bahwa keberadaan asas prad

Penjelasan Umum KUHAP butir : ang menyatakan:

ahan, dituntut dan atau dihadapkan di
gap tidak bersalah sampai adanya
n kesalahannya dan memperoleh

“Setiap orang yang disangka, d:
muka sidang pengadilan, v/ajil
putusan pengadilan yang m
kekuatan hukum tetap.”,

42. Bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu pengejawantahan dari
hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, meskipun

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tidak secara eksplisit menyatakan demikian. Dr. Mien
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Rukmini, S.H.,M.S, dalam buku yang berjudul “Perlindungan HAM Melalui Asas
Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada
Sistem Peradilan Pidana Indonesia” halaman 23-24 [Bukti P-7] menyatakan:

“Menurut Penjelasan UUD 1945, ter ma Pasal 27 tersebut bersangkut paut

dengan pengaturan mengena

‘thak-hak Warga negara. Pasal 27 Ayat (1) UUD
1945 tersebut mengandung®™ irtian  bahwa ketentuan itu dapat

memberikan iaminan' kepada § arga negara atas keamanan pribadi

manusia tersangka. Perbuatan i na yang dilakukannyalah yang menjadi

objek pemeriksaan. Ke arah ke salah tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan
ditujukan. Tersangka harus diari’@;ﬁafg tiﬁak bersalah, sesuai dengan asas praduga
tak bersalah sampai diperoleh putusﬁaﬁ pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”

Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang dijelaskan tersebut

menjadi tameng pelindung bagi warga negara dengan status tersangka dalam
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proses hukum yang dijalaninya, karena bagaimanapun warga negara tersebut
belum ditetapkan bersalah oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

44. Bahwa asas praduga tidak bersalah dapat pula ditemukan dalam dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 etangﬁl{ehakiman (UU Kehakiman) Pasal 8 ayat

(1) menyatakan: @ >

ditahan, dituntut, atau dihadapkan di
bersalah sebelum ada putusan pengadiian
‘memperoleh kekuatan hukum tetap.”

“Setiap orang yang disangka,
depan pengadilan wajib diangga
yang menyatakan kesalahannya da

=
tuk memeriksa dan memutus

tentang:
Jau penahanan atas permintaan

menurut cara yang diai

a. sah atau tidaknya
tersangka atau kelua \@tas kuasa tersangka;

b. sah atau tidaknya penghen atau penghentian penuntutan atas
permintaan demi tegakny : keadilan;

c. permintaan ganti kerugian @ta abilitasi oleh tersangka atau keluarganya
atau pihak lain atau kuasanya ya erkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

4,

46. Bahwa ketentuan mengenai P selanjutnya dalam Pasal 79, Pasal 80,

Pasal 81 dan Pasal 83 Ayat (1) unyi:
Pasal 79 KUHAP:

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau
penahanan digjukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua
pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”
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Pasal 80 KUHAP:

“Permintaan untuk memeriksa san atau tidaknya suatu penghentian penyidikan
atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak
ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan
alasannya.”

Pasal 81 KUHAP:

“Permintaan ganti kerugian dan @ 2habilitasi akibat tidak sahnya penangkapan
atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan
diajukan oleh tersangka atau pi iga yang berkepentingan kepada ketua
pengadilan negeri dengan menyebi asannya.”

“pada

halaman 27 angka 3.12

menyatakan:
“Bahwa praperadilan merup L atu sistem dalam peradilan pidana
Indonesia. Praperadilan tidak likene am hukum acara pidana lama yang

inquisitoir, yaitu menempatkan .' _' atau terdakwa dalam pemeriksaan

sebagai objek yang memungkin "%érjadinya perlakuan sewenang-wenang
penyidik terhadap tersangka, sé?!&gga sejak saat pemeriksaan pertama di
[ I@"u
hadapan penyidik, tersangka sudah apriori dianggap bersalah. KUHAP_telah
men i n 1 HIR i
tersangka atau terdakwa tidak i i 1 emeri n_namun
tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai
: [20]
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manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di
hadapan hukum. Salah satu pergaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum
yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai
salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-

wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan,

penggeledahan, penyitaan, penyidikan, X ntutan, penghentian penyidikan dan

per,ghentian penurnitutan, baik y sertai dengan permintaan ganti kerugian

dan/atau rehabilitasi atau pun ak ‘Adapun maksud dan tujuan yang hendak

ditegakkan dan dilindungi dala praperadilan adalah tegaknya hukum

dan perlindungan hak asasi sebagai  tersangka/terdakwa dalam

pemeriksaan penyidikangda

i i
ik

dihadapk; n

dengan status tersang n penyidik. Karena sekalipun

seorang warga negara angka, asas praduga tidak
bersalah harus tetap dite A ngan tetap memandang bahwa warga
negara tersebut tidak bersalah gl ! usan hakim yang berkekuatan hukum
tetap dan mengikat menyataka -_ li ,;.J Artinya proses dan prosedur hukum
yang dijalankan terhadap per juga harus mengedepankan asas
praduga tak bersalah, dimana tindakan sewenang-wenang penyidik yang memiliki
tendensius menyatakan tersangka be';salah sebelum adanya putusan hakim sangat

tidak dibenarkan dan bertentangan dengan KUHAP.
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49. Pendapat dari M. Yahya Harahap dalam buku berjudul “Pembahasan
Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali“ halaman 3 [Bukti P-9] menjelaskan:

“Demi terlaksananya kepenting pemeriksaan tindak pidana, undang-undang
memberikan kewenangan kep% enyirl an penuntut umum untuk melakukan

upaya paksa berupa penangkap ’-w anan, penyitaan dan sebagainya. Setiap

upaya paksa pada hakikatnya m Furs gan perlakuan yang bersifat dibenarkan

undang-undang demi kepenting ‘-ﬁ; iksaan tindak pidana yang disangkakan

Maka, lahirnya pranata pra ) KUHAP adalah untuk menghindari

kesewenang-wenangan dari penyidik ddlam menjalankan proses dan prosedur

hukum paya pa
ehingga dapat berpotensi melanggar
ak asasi tersangka yang justru belum terbukti bersalah berdasarkan putusan

hakim vang berkekuatan tetap;

50. Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor

21/PUU-X11/2014 dalam perkara pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14,
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Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77huruf (a), dan Pasal 156 ayat (2) pada huruf g
halaman 102-103 menyatakan:

“KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan

tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas

i

keabsahan perolehan alat bukti®

(exclusionary) atas alat buktfi%}%

dan’*'-‘i"k menerapkan prinsip pengecualian

r"}'_
gadiperoleh secara tidak sah seperti di Amerika
Serikat, dst. Menurut Paul Roberts Q Adrian Zuckerman, ada tiga prinsip yang
mendasari perlunya mekanisme; pe in atas keabsahan perolehan alat bukti,

yaitu: Pertama, rights protectio ; , ate. Hak tersebut lahir karena terkadang

e .
cesalahan

diambil dari melanggar huku

hukum akan menurun drastis. K ) ¢ € legitimacy of the verdict. Dalam proses

.r. i
bukti yang didapat secara tidak sah

e

aka sistem hukum tersebut akan diragukan
legitimasinya dan masyarakat akan segera mengurangi rasa hormatnya. [Paul
Roberts and Adrian Zuckerman, Crfrﬁinaf Evidence, New York: Oxford University
Press Inc, reprinted 2008), hal. 149-159]. Dengan demikian, terlihat bahwa Hukum

Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip due process of law secara utuh,
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oleh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat

bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.”

51. Bahwa atas pertimbangan di atas, melalui Putusan Nomer 21/PUU-XII/2014,
Mahkamah Konstitusi menyatakan penetapan status tersangka menjadi obyek dari
praperadilan sebagaimana ter@ng dalam@mar putusan yang berbunyi:

“Pasal 77 huruf a Undang-Undang*Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana {Lembaran Negara Repub esia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indone ymor 3209) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik ia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai
termasuk penetapan tersangka, p eledahan, dan penyitaan;” ;

Sehingga berdasarkan 153 1kamah Konstitusi di atas, praperadilan yang

¥ R I

hanya dapat memutus

Pasal 79, Pasal 80, da

Pasal 79 KUHAP:

tidaknya suatu penangkapan atau
uarga atau kuasanya kepada ketua

“Permintaan pemeriksaan t
penahanan diajukan oleh ters

Pasal 80 KUHAP:

' tidaknya suatu penghentian penyidikan
penyidik atau penuntut umum atau pihak
lua pengadilan negeri dengan menyebutkan

“Permintaan untuk memeriksa sah al
atau penuntutan dapat diajukan
ketiga yang berkepentingan kepada ki
alasannya.”

Pasal 81 KUHAP:

(24]
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“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan
atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan
diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua
pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

53. Bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding

sebagaimana Pasal 83 ayat (1) KU HAP n takan:
¢

“Terhadap putusan praperadilan da al sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79,
Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapatdimintakan banding.”;

. Bahwa berdasarkan Undahg-Un

Perkara yang dikecuali
a. putusan tentang prap :
b. perkara pidana yang dia ( 1a jara paling lama 1
(satu) tahun dan/atau diancam ]
c. perkara tata usaha negara ya atannya berupa keputusan

pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah
yang bersangkutan.” T :

55. Bahwa Mahkamah Agung jug te j. . erbitkan ketentuan mengenai putusan
praperadilan tidak dapat diajuka _zpe_' jauan kembali sebagaimana Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali
terhadap putusan praperadilan pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan:

“Putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali”
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56.

Namun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 pada Pasal 2 Ayat
(3) masih memberikan kewenangan terhadap penyidik untuk dapat menetapkan
status tersangka kembali kepada orang yang sama dengan persyaratan paling

sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang

&

berkaitan dengan materi perkg

Bahwa rumusan dalam Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan

1985 tentang Perubahan Kedua atas

nya yang berkaitan dengan

materi perkara.
Pendapat yang sama jugd « "Prof. Dr. Edward Omar Sharif
Hiariej, M.Hum pada kesaksianr gai ahli atas gugatan praperadilan La
Nyalla sebagaimana dikutip .,.,;_-_ an Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY
[Bukti P-11], 61 halaman men
“Dalam pengembangan penyidik : ada something’s new atau sesuatu yang
baru yang dapat dimaknai sebagai noevum, yang baru diketahui setelah penyidikan

tersebut selesai.”
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57. Bahwa dua ketentuan mengenai praperadilan di atas telah menyiratkan bahwa
terhadap proses hukum yang tengah dijalankan terhadap warga negara tetap
harus memperhatikan sisi kepastian hukum yang merupakan salah satu dari hak

asasi yang dijamin pengakuan dan_perlindungannya oleh Konstitusi serta

ditegaskan kembali dalam U C ;-;_i‘f_, Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (“UU HAM”) [Buki ada Pasal 3 ayat (2) menyatakan:
“Setiap orang berhak atas penga
yang adil sertamendapat kepast
hukum.”

inan, perlindungan dan perlakuan hukum
m dan perlakuan yang sama didepan

58. yutu D idak dapat

kasam hmgga peninj aﬁkemball

aﬁ’&.%;erart:

(141 K

| dengan kepastian hu
59. Dengan demikian, bahwa terhadap putusan
peninjauan kembali merupaka LL vujudan dari asas praduga tak bersalah, asas
kepastian hukum serta __;ﬂ" oportet. Karena, apabila putusan
pengadilan telah menyataka n tersangka tidah sah dan tidak
berdasarkan hukum, maka pen arusnya menghentikan seluruh proses
penyidikan kecuali ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang

belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti

sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara sebagai perwujudan KUHAP
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dalam menempatkan tersangka bukan sebagai obyek pemeriksaan melainkan

sebagai subyck pemeriksaan;

Mengenai Proses Penegakan Hukum Yang Adil (Due Process of Law)

60. Bahwa “kepastian hukum yang adil” sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D Ayat

(1) UUD 1945 telah membe- ijjakan” yang tepat kepada Negara Indonesia

dalam menerapkan prinsip “dui of law”. Prinsip “due process of law”

diaplikasikan kedalam hukum ‘acara untuk memastikan bahwa proses

at mewujudkan keadilan yang hakiki

mana dikutip oleh Dr. Mien Rukmini,

S.H.,M.S, dalam buku yang berjudu T indungan HAM Melalui Asas Praduga
Tidak Bersalah Dan Asas Pe ‘ dudukan Dalam Hukum Pada Sistem
“..suatu kerangka dimana berbaguél_'hak tersangka dapat dikembangkan, baik
melalui undang-undang, putusan pengadilan (yurisprudensi) maupun cara-cara

yang baik dalam penegakan hukum adalah bagian dari pemahaman yang benar
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tentang “due process of law” (proses penegakan hukum yang adil) yang salah
unsurnya adalah setiap tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan
untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya dalam rangka menegakkan asas
praduga tidak bersalah”. Dr. Mi R ini. S.H.,M.S juga memaparkan bahwa
berdasarkan hasil penelitianl_-_ 4"! an, kenyataannya selama ini banyak

aduga tidak bersalah, sehingga memang

penyimpangan dalam penera Q
perlu dilakukan upaya . Pasal 27 UUD 1945 (vide: Dr. Mien

judul “Perlindungan HAM Melalui Asas

dengan alat bukti sebelumnya

of law”,;
64. Bahwa dengan demikian, apabi yidik berkeinginan melakukan penyidikan
kembali dengan menerbitkan Sprir ii; baru atas nama dan perkara yang sama
dengan Sprindik sebelumnya, penyidik harus memiliki minimal 2 (dua) alat bukti

baru yang sah, yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda
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dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Hal demikian
untuk menjamin tegaknya “due process of law" (proses penegakan hukum yang
adil), agar jangan sampai seorang warga negara kembali disandangkan status

tersangka dengan menggunakan alat buti yang sama, padahal terhadap alat bukti

Gy [

tersebut telah dinyatakan putuSan praperadilan tidak sah yang

mengakibatkan gugurnya status ter: warga negara tersebut;

HAP Be

penyidik akan menerbitkan Sul ntah Penyidikan/Sprindik baru untuk
mengulang kembali proses penyidikan dengan bukti yang sama dan hanya

memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana yang disangkakan, dengan

maksud agar penyidikan tetap dapat dilakukan dan putusan praperadilan tidak di-
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indahkan. Karena terhadap penerbitan Sprindik berulang-ulang, sampai saat ini

belum ada satupun ketentuan yang mengatur dengan tegas akan hal tersebut;

66. Bahwa contoh putusan praperadilan yang diajukan peninjauan kembali adalah

ketika (1) Polda Metro Jaya mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan

praperadilan Pengadilan% 1 Negerl Jakarta Selatan Nomor

50/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel. yan ,-4_ an angkan pihak pelapor namun kemudian

dibatalkan oleh Mahkamah Agu tanggal 20 Oktober 2015 atau ketika

hukum bagi tersangka

tanpa kepastian hukum?;

67. Bahwa ketentuan mengenai Sure

secara tegas dalam KUHAP.
lainnya mengenai Sprindik

permasalahan besar yaitu:

1) tidak adanya kejelasan bagi

Komisi Pemberantasan Korupsi me ngs

kan Kasasi atas Putusan Paperadilan

dilan. Lalu dimana kepastian

=

1 idup dalam kekhawatiran dan

h Penyidikan (Sprindik) tidak disebutkan
idak ada definisi maupun pengaturan

' KUHAP. Hal ini menimbulkan tiga

eorang terlapor/tersangkamengenai apa saja

hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Penyidik ketika menerbitkan

Sprindik;
(31]
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2) tidak adanya pemaknaan tegas terkait berapa kali Sprindik dapat
diterbitkan; dan
3) kriteria bukti seperti apa yang dapat digunakan kembali dalam penerbitan

Sprindik kedua dan seterusnya. Dengan demikian, penerbitan Sprindik

lebih dari satu kali atau’ an berulang kali tanpa batasan jelas dan tanpa
batas waktu, pada akhi elah merenggut hak atas kepastian hukum
warga negara yang tentu n“‘ pertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.

m KUHAP pada Pasal 1 angka 2 KUHAP

r di dalam Pasal 109 ayat (1)

KUHAP yang berbunyi:

penyidikan suatu peristiwa yang
eritahukan hal itu kepada penuntut

“Dalam hal penyidik telah my
merupakan tindak pidana, p
umum.”;

69. Bahwa lebih lanjut dalam Peraturan @polri Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Manajemen Penyidikan 'pada
(1) [Bukti P-15], Sprindik dian sebagai dasar dilakukan penyidikan dan
diterbitkan sebelum SPDP dibuat.

Pasal 4:

“Dasar dilakukan Penyidikan:

[32]
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laporan polisi/pengaduan;
surat perintah tugas;

laporan hasi! penyelidikan (LHP);
surat perintah penyidikan; dan
SPDP."”

s AN TS

Pasal 14 Ayat (1):
“Penyidikan tindak p;dana d Ikxana a
perintah penyidikan.”

twberdasarkan Laporan Polisi dan surat

Pasal 25 Ayat (1):
"SPDP sebagaimana dimaksud ‘¢

gsal 15 huruf d, dibuat dan dikirimkan
setelah terbitnya surat perintah an.”

B

70. Bahwa Mahkamah Konstitusi dal @ tusan Nomor 21/PUU-XII/2014halaman

i manusia.

'.satu atau berulang kali harus
dilakukan dengan kaidah ecara ideal dan benar;
71. Bahwa merujuk pada perkara -"s- attalitti” terkait dengan perkara korupsi
dana hibah Kadin Provinsi imurpada tahun 2016, penyidik telah
menerbitkan tiga kali Sprind " : a tersangka La Nyalla (sebagaimana
dilansir oleh banyak portal be ) [Bukti P-16]. Dimana terhadap ketiga
Sprindik tersebut diajukan gugatan praperadilan oleh La Nyalla, dan atas ketiga
Sprindik tersebut juga dimenangkan oleh La Nyalla. Namun terhadap Sprindik

keempat tidak diajukan gugatan praperadilan, hingga kemudian perkara tersebut
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dibawa ke meja persidangan. Bahkanmengutip pernyataan Kepala Kejaksaan
Tin wa Timur yan rn Maruli Hutagalun itegaskan oleh

bahwa pihaknya tidak akan

erhenti menyidik perkara dugaan korupsi

MKMMMMJM&M

praperadilan
P-17].

Meskipun padaakhirnya, perja

penyidik dapa

materi perkara

(kekuasaan cenderung untuk d

pasti disalahgunakan).

. "1000 kali prag dilan,:

njang La Nyalla terbayarkan dengan

Pernyataan

1000 Sprindik kita keluarkan,"[Bukti

iniri oportet karena

lang-ulang terhadap

absolute power corrupts absolutely”

nakan dan kekuasaan yang mutlak

ini semakin mempertegas bahwa

penyalahgunaan kekuasaan memang nyata adanya, terlebih pada kekuasaan yang

mutlak. Kekuasaan yang mutlak tidak hanya dapat diartikan sebagai tirani atau

(34]
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sejenisnya, melainkan kewenangan yang diberikan kepada organ atau instansi
tertentu tanpa adanya pengaturan mengenai batasan terhadap kewenangan
tersebut, juga dapat dikategorikan sebagai kekuasaan mutlak. Tidak adanya

ketentuan yang memberikan pe_rigatu_ran mengenai syarat apa saja yang harus

dipenuhi oleh penyidik apa akan jmenerbitkan Sprindik baru atas nama

»

tersangka dan perkara yang Q

ikategorikan sebagai kekuasaan mutlak

qan. Bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan

yang cenderung dapat disalahgun

mutlak ini adalah posisi dak lagi ditempatkan sebagai subyek

enerbitan Sprindikseora

e Iﬁlang-ulang ‘kna .penyidik
dik. Padahal KUHAP sendiri telah

ah (presumption of innocence) dengan
menempatkan tersangka atau a tidak lagi sebagai objek
pemeriksaan namun fersan . 4
subjek pemeriksaan yaitu se - ai 1t

kedudukan yang sama di

kee

sebagai obyek pemeriksaan;
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MENGENAI _PENERBITAN PRINDIK _ SECA BERULANG-ULANG ADALAH

PENYELUN AN HUKUM

74. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 83 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 45A
Undang-Undang Nomor 5 Tahu 00? jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
tahun 2016 telah jelas l,«ﬁ dari _g.::.. buat undang-undang (original intent)

bahwa putusan praperadilan ?g?' sifat final dan mengikat atau dengan

perkataan lain, tidak terdapa hukum apapun terhadap putusan

=

praperadilan. Namun kemudian § tanya, penyidik dapat menerbitkan

g, jelas dan

yang

, batas waktu serta batas kriteria
alat bukti, maka jelas akan menim k etidakpastian hukum dalam penegakkan
hukum pidana di Indonesia . impang dari maksud pembuat undang-

undang;
76. Bahwa tindakan penerbitan Sp dari satu atau berulang kali tanpa dasar
yang jelas dan batasan yang je!as,'.' _-_s;.mgguhnya telah menciderai hak konstitusi

serta melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G Ayat

(1), Pasal 28I Ayat (1), Pasal 28I Ayat {5) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) UU HAM.
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Tidak adanya pengaturan mengenai batasan serta ketentuan dalam penerbitan

Sprindik, maka warga negara dapat sewaktu-waktu kembali ditetapkan sebagai

tersangka atas perkara yang sama dan alat bukti yang sama, sekalipun penetapan

status tersangka sebelumnya telah dibatalkan melalui putusan praperadilan;

Nyalla;

78. Dengan demikian, sudah

!

yang melarang putusan praperadilan
ndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

n praperadilan jo. Peraturan Mahkamah

negara yang seharusnya &fﬁgisikan

dana. K 2 iC pat

gaimana halnya pada perkara La

Mahkamah Konstitusi memberikan

KUHAP harus dimaknai“bersifat final dan mengikat, karenanya tidak dapat

diajukan upaya hukum lainnya, termasuk penyidik tidak dapat menerbitkan

kembali surat perintah penyidikan kecuali memenuhi paling sedikit 2 (dua)
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| i ba lum rnah diajukan dalam sidan

praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan

materi perkara;

79. Bahwa penafsiran yang demikian oleh Mahkamah Konstitusi, kedepannya tidak

80. Bahwa berdasarkan Teori Tiga L

I h
lantas menjadikan Mahkamaﬁonstitus lipandang sebagai lembaga yang tidak

prupsi. Mengapa ? Karena penegakan asas

pro dengan semangat pemberai} a

praduga tak bersalah untuk § neling

111

1

ingi hak asasi dari tersangka dengan

menetapkan ketentuan bahwa Sprindikuntuk perkara dan tersangka yang sama

Kepastian Hukum

)

. Nilai Hukum sebagaimana digagas oleh

Gustav Radbruch, menjelaskan'ba hwa hukum dibentuk atas tiga nilai dasar yaitu

keadilan, kepastian hukum nfaatan. Dengan demikian penerbitan
Sprindik secara berulang-ulang s€ jelas terlihat unsur kepastian dalam

hukumsama sekali tidak terpenuhi;

81. Ketidakpastian hukum dalam perkara La Nyalla sebagaimana diuraikan pada poin-

poin di atas terulang kembali pada perkara PT Mobile 8. Bahwa PT Mobile 8 disidik
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oleh Kejaksaan Agung dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan

“Penerimaan Kelebihan Bayar Atas Pembayaran Pajak PT Mobile 8 Telecom (PT

Smartfren) Atas Dasar Transaksi Jual Beli Voucher yang dianggap fiktif oleh

Kajaks Agun ngan istributor yaitu PT Djaja Nusantar
Komunikasi dalam kurun wa 'gOO'/-Z J9", dimana Pemohon saat itu menjabat
CF-_H
sebagai Direktur Utama PT Mob
82. Bahwa terhadap perkara tersebit. 1 diterbitkan Sprindik pertama atas nama

Pemohon dengan No. Print-129

/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan

prhonan praperat
di Kepaniteraan Pe i elatan dengan Nomor Register
Permohonan 140/Pid/P 16/F ;___. mohon telah menyampaikan alasan
bahwa penetapan status tersa
berikut:

(a)Penetapan status ngka jdak sah karena perbuatan yang
| ak pidana perpajakan yang bukan
merupakan kewenangan ksaan Agung, melainkan kewenangan
Direktorat Jenderal Pajak sebaéaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

HEAD OFFICE [39] BRANCH OFFICE
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sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009, pada Pasal 1 angka (31) dan (32) dan Pasal 44 Ayat
(1) yang menyatakan:

Pasal 1 angka (31)

9
G
“Penyidikan tindak pidari’ig‘ bfda g _- pajakan adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik: ¢ mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membua indak pidana di bidang perpajakan yang
terjadi serta menemukan t it
Pasal 1 angka (34)
‘Peny:d:k adafah : ba 3 3 n s:pu‘ tertentu dr lingkungan
: . Ly eri gai penyidik
kan sesuai

(b) Direktorat .--3. al Pai
ketentuan yang @
Kejaksaan Agung terkait d 3 in negara [Bukti P-18];

(c) Panitia Kerja (Panja) é

telah memberikan pan Al g n y‘gg meminta Kejaksaan Agung menunda
; =

penyidikan atas perkara ;,,Sajnbﬂ menunggu hasil penyidikan dari

kti P-19].

84. Bahwa terhadap Permohonan Prapé'__ adilan tersebut dimenangkan oleh Pemohon

berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan  Nomor

140/Pid/Prap/2016/PN.Sel, ditetapkan bahwa “penetapan tersangka terhadap

1
HEAD OFFICE (40} BRANCH OFFICE
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Pemohon tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, serta diperintahkan
kepa ak Agun elaku_termohon untuk menghentikan nyidika

terhadap Pemohon ” {Bulkti P-20] sebagaimana dikutip sebagai berikut:

— Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebagian;
— Menyatakan Termohdn “tidak“berwenang melakukan penyidikan atas
tindak pidana perpaf&ign g

— Menyatakan tindaka ' on menetapkan Pemohon sebagai
Tersangka yang didug gar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 UU No. 31
Tahun 1999 jo. UU No."20%Takun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal?55#8yat (1) ke-1 KUHAP berdasarkan Surat
Penetapan _Tersangka Nomor: Print-25/F.2/Fd.1/2016 tanggal 19
Dktober 2016 dan N int-129/F.2/Fd.1/10/2016 tanggal 19

er 2016%ata (

Fsangka dra Kartawiria

mengikat:

inyai kekuatan hi
menghentikan penyidikansterhadap

.
Pajak PT Mobile 8 ya fcasf akan diterbitkan Sprindik
(baru) kuat, dan akan di I
Pemanggilan kembali terhada - Ty oedibjo sebagai saksi dalam perkara
tersebut telah dilaksanakan pada }
Perintah Penyidikan yang bar -g-:r,
tindak pidana khusus [Bukti P- an demikian telah terbuktilah pernyataan
dari Jampidsus tersebut dan ti ._ ertutup kemungkinan untuk diterbitkan

kembali Sprindik atas nama Pemohdﬁ:
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86.

HEAD OFFICE BRANCH OFFICE
Citylofts Sudirman - Unit 720 ) 1. Intermark Superblock
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Bahwa berdasarkan pernyataan penuntut umum sebagaimana di atas diakibatkan
karena ketentuan Pasal 83 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 yang
melarang upaya hukum berupa baﬂndir;l& kasasi dan peninjauan kembali terhadap

putusan praperadilan. Seli ga penk/penuntut umum dalam hal ini

embali menjerat warga negara dengan

menerbitkan Sprindik berulang kali: [nilah yang kemudian oleh Pemohon sebut

um dimana Pemohon mempertanyakan

panggilan-kejaksaan-agung
Dikatakan oleh Hotman Pari f' 1 n 100 persen sama, bahkan 1.000
persen_sama dengan perkar ‘Bahasanya juga sama. Bahkan baha

P3 juga sama. Enggak ada

.
tunggu dulu apa yang akan ditanyakan ke Pak Hary. Yang jelas panggilannya

(42]

J|| HKHPM 003 AKPI
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- 109 persen sama dengan gilan perkara h dihentikan" [Bukti

P-23];

88. Dapat disimpulkan dari kedua perkara di atas, bahwa praperadilan yang semula

dirancang oleh KUHAP sebagai Ieﬁg{baga iang dapat digunakan untuk melindungi

proses dan prosedur hukum yang

hak-hak warga negara dari ketidakses
diterapkan atas suatu perkar:

“kegagalan” dalam menjalanka

90. Pastian hukum dan lahirnya

penafsiran yang ambigu, ti 3s, dan sir serta berpotensi merugikan
hak konstitusional Pemo : € on memohon kepada Mahkamah

i

Konstitusi untuk mengabulk - mohonan Pemohon untuk seluruhnya dan
menyatakan bahwa Pemoho pihak yang mempunyai hak/atau
kewenangan konstitusi yang ﬂ%: i an oleh berlakunya Pasal 83 Ayat (1)
KUHAP karena telah bertenmr%a l{gan UUD 1945 serta menyatakan frasa

“tidak dapat dimintakan band dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang

P

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara bertentangan dengan UUD 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan
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“bersifat final dan mengikat, karenanya tidak dapat diajukan upaya hukum

lainnya, termasuk penyidik tidak dapat menerbitkan kembali surat perintah

penyidikan kecuali memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang

ah, yvang belumn
alat bukti sebelumn
D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum d Y

atas, maka kami memohon kepada

Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 3209) bertentangan denga

hukum mengikat sepanjang

pernah diajuka, m

idang praperadilan, berbeda dari

ngan materi perkara.

litusional yang telah diuraikan tersebut di

kim pada Mahkamah Konstitusi Republik

ing” dalam Pasal 83 ayat (1)
p Hukum Acara Pidana (Lembaran
omor 76, Tambahan Lembaran Negara

7o

UEI'MS dan tidak mempunyai kekuatan
e
i%irkan “bersifat final dan mengikat,

paya hukum lainnya, termasuk penyidik

karenanya tidak dapat diaju :

g L3
tidak dapat menerbitkan kembali surat perintah penyidikan kecuali

memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum pernah
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diajukan dalam si raperadil erbeda dari alat bukti sebelumnya yang

berkaitan dengan materi perkara”;

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya;

-

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi Qr )endapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya ( ex aequo et bono ).

H. Adidharma Wicaksono, S.H., LL .H., M.H
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